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ABSTRAK 
Kedok sembako murah dengan menyebarkan informasi palsu tentang sembako murah sehingga konsumen mengalami kerugian. Menyebarkan informasi palsu di media sosial dan yang kasus yang lain telah menstransfer sejumlah uang untuk membeli sembako murah. Adanya penipuan dengan berkedok sembako murah yang semakin banyak terjadi terutama kepada masyarakat menengah kebawah supaya tergiur dengan harga yang sangt murah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi sebuah perlindungan hukum untuk korban dan akibat hukum yang di dapat pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan koseptual. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak sadar akan hukum, tidak hanya itu adanya sebuah keterbatasan terhadap pembuktian dan minimnya perlindungan dari apparat hukum juga menjadi faktor tidak optimalnya perlindungan hukum untuk korban penipuan berkedok sembako murah. Adanya dasar hukum dengan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat menjadi acuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak penipuan berkedok sembako murah, namun ada juga pada pasal 1365 KUHAP yaitu mewajibkan pelaku untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian dari korban, hal ini termasuk dalam pemberian pertanggungjawaban korban dalam hukum perdata. dengan adanya penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penipuan berkedok sembako murah namun juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum di Indonesia. 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Bagi Korban Berkedok Sembako Murah
ABSTRACT
The modus operandi of cheap-staple scams involves spreading false information about low-priced food packages, causing consumers to suffer financial losses. This includes disseminating misleading advertisements on social media, as well as cases where victims have transferred money to purchase the supposedly cheap staple goods. The increasing number of fraud cases using this modus, particularly targeting lower-income communities who are easily attracted by extremely low prices, highlights the urgency of this study. The purpose of this research is to analyze the legal protection available for victims and the legal consequences imposed on perpetrators. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings show that many people lack legal awareness, and the limited availability of evidence as well as inadequate protection from law enforcement agencies contribute to the ineffective legal protection provided to victims of such scams. Legal grounds such as Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions serve as the basis for imposing sanctions on perpetrators of cheap-staple fraud. Moreover, Article 1365 of the Indonesian Civil Code obligates perpetrators to compensate victims for their losses, reflecting civil liability in such cases. The enforcement of law in these cases aims not only to deter perpetrators but also to restore public trust in the Indonesian legal system.
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PENDAHULUAN

 
Pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). 
 Saat ini merupakan era modern yang ditandai semua denga serba digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan jaman sampai modus kejahatan juga ikut berkembang seperti yang sedang marak saat ini adalah penipuan berkedok penjualan sembako murah. Kejahatan ini memanfaat kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan taktik penjualan menawarkan paket sembako murah melalui media sosial dan pesan berantai, namun ada juga yang menawarkan secara langsung namun titik pembahasannya adalah dibalik penawaran tersebut tersimpan niat untuk mengambil keuntungan dengan cara perbuatan melawan hukum. Adanya fenomena ini membuat perlindungan hukum harus lebih efektif lagi terlebih untuk korban yang telah dirugikan secara materiil ataupun immaterial.
. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
 Penipuan dengan berkedok sembako murah ini perlindungan hukumnya tidak hanya mengenai proses penegakan hukum untuk seorang pelaku namun juga untuk pemulihan hak terhadap korban sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dimana subjek hukumnya adalah korban kejahatan yang harus memiliki rasa aman serta keadilan.


Lemahnya literasi dan banyaknya masyarakat yang buta hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan online merupakan salah satu faktor penyebab penipuan berkedok sembako murah itu terjadi. Adanya kekosongan hukum membuat banyaknya korban penipuan berkedok sembako murah tidak mengetahui langkah hukum yang seperti apa yang harus di tempuh, padahal semua bentuk penipuan ada dasar hukumnya yaitu diatur dalam Padal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana dalam KUHP tersebut menegaskan jika setiap orang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan Tindakan melawan hukum yaitu tipu muslihat atau kebohongan maka hal tersebut dapat dipidana.


Dalam penelitian ini kasus yang dapat dijadikan contoh, yakni seperti yang terjadi pada kasus di Polres Situbondo yang mengungkap sebuah kasus penipuan dan penggelapan dengan modus menjual sembako dengan merk yang berbagai macam, namun dijual seharga dibawah kisaran toko grosir, tersangka yang memiliki inisial HN (29) dan merupakan warga Situbondo. Awal mula kasus ini tejadi karena adanya laporan dari korban ber atas nama Ritmawati yang berasal dari warga asli Asembagus. Dibulan februari tahun 2022 terjadi akad jual beli antara korban dan tersangka HN (29) dengan kesepakatan jual beli minyak goreng dan mie goreng dengan berpatok harga nominal Rp24.907.000 dan korban melakuka transfer sebanyak lima kali. Dalam kasus ini Dwi Sumrahadi Rakhmanto selaku Kapolres Situbondo dengan melalui Dedhi Ardi Putra selaku Kasat Reskrim menerangkan jika modus yang dilakukan oleh tersangka (HN) merupakan modus yang berawal dari pengakuan bahwa tersangka (HN) merupakan supplier dan menerima pemesanan barang sembako dalam jumlah banyak dan berbagai merk dengan harga lebih murah dari semua toko yang ada di situbondo. Media sosial merupakan menggunakan media sosial berupa whatsapp story dan facebook untuk melakukan modus penipuaanya.  Setelah korban memesan sembako dan membayar lunas, tersangka menjanjikan  akan dikirim pesanannya dalam jangka waktu satu minggu namun pesanan korban tak kunjung dikirim.
 Tersangka HN dilakukan penahanan dan dijerat dengan pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena tersangka menawarkan barang-barang berupa sembako melalui Facebook dan story WhatsApp.

Oleh sebab itu sangat diperlukan analisis yang begitu mendalam tentang sebuah perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban penipuan berkendok sembako murah ini, perlindungan hukum yang harus di dapat bisa melalui jalur hukum pidana ataupun kebijakan preventif yang harus diberlakukan oleh pemerintah dan Lembaga terkait yaitu Lembaga perlindungan konsumen. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat memberi kontribusi terlebih untuk pengembangan hukum pidana dan lebih memperkuat lagi posisi korban terutama dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penipuan dengan modus sembako murah menimbulkan persoalan yang sangat serius terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban atau bahkan konteks penegakan hukum. Korban penipuan tidak hanya mengalami kerugian meteriil namun juga mengalami gangguan terhadap psikologinya karena merasa malu dan hilang kepercayaan terhadap lembaga sosial terutama pemerintahan.
 Namun dalam kenyataan yang ada perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yaitu melalui pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 
Terdapat dua perlindungan hukum bagi korban, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif hal ini dikaji dari perspektif hukum pidana modern. Dalam perlindungan preventif yaitu dengan cara memberi edukasi seperti, memberikan edukasi tentang hukum, memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk meningkatkan minat dalam berliterasi digital supaya masyarakat tidak gampang tertipu dengan tawaran yang tidak jelas asal usulnya, perlunya pengawasan terhadap aktivitas dalam perdagangan daring supaya tidak disalah gunakan oleh oknum. Sedangkan jika perlindungan represif yaitu mencakup beberapa hal dalam hukum seperti, penegakan hukum terhadap pelaku, adanya pemulihan hak-hak untuk korban, dan bila diperlukan adanya pemberian kompensasi.
 Dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat represif dengan tujuan menghukum pelaku, namun hukum juga berfungsi untuk sarana terhadap perlindungan atas pemulihan hak-hak terhadap korban penipuan berkedok sembako murah.

Dari kejadian yang sudah ada dapat diketahui bahwa penipuan dengan berkedok sembako murah memanfaatkan platfrom media sosial contohnya, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dalam hal ini biasanya pelaku yang melakukan penipuan dengan berkedok sembako murah seringkali menggunakan identitas palsu atau akun fake untuk menyebarluaskan pesan secara masala tau memposting dagangannya supaya korban mentransfer sejumlah uang dengan alasan “biaya administrasi” atau “DP terlebih dahulu”, namun jika uang tersebut telah ditransfer oleh korban maka pelaku akan menghilang begitu saja tanpa mengirimkan barang dagangannya, Adapun yang mengirimkan barang dagangannya namun tidak sesuai dengan perjanjian jual belinya sehingga customer atau korban merasa tertipu.
 Dalam kasus ini terdapat beberapa penghambat yaitu karena lemahnya regulasi terkhusus pada bidang perlindungan terhadap konsumen daring dan karena keterbatan apparat penegak hukum terutama dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku lintas daerah. 
Korban penipuan berkedok sembako murah biasanya tidak memiliki keberanian untuk menempuh jaluar hukum. Dikarenakan khawatir jika laporan yang dibuat tidak akan mendapat tindak lanjutan terhadap penanganan kasus tersebut karena nominalnya yang kecil, padahal jika korban berani untuk melapor maka Tindakan tersebut merupakan Langkah awal untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku penipuan berkedok sembako murah, karena jika di akumulatif dari korban-korban sebelumnya bisa jadi nominal yang didapat bertotal banyak sehingga hal tersebut dapat dinyatakan sebagai penyebab kerugian besar.
 Pada permasalahan ini hak-hak korban harusnya dijamin oleh negara, tidak hanya itu seharusnya negara memberi kepastian hukum kepada tindak pidana tersebut. Menurut pandangan dari Sajipto Rahardjo yaitu, hukum seharusnya ikut bekerjasama dengan manusia bukan berhenti pada teks normative.
 Dengan demikian dapat diketahui jika sangat perlu perlindungan yang nyata dan kepastian hukum bagi korban penipuan berkedok sembako murah supaya tercapai keadilan. 
Dalam kajian kali ini sangat penting untuk dilakukan analisis terkait sejauh mana sistem hukum pidana di Indonesia bisa memberikan perlindungan terhadap korban penipuan berkedok sembako murah, dalam hal ini baik menggunakan aspek normative, kebijakan hukum, sampai pelaksanaan pada praktek lapangan. Pada penelitian ini berharap bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara konkret, tidak hanya harapan terhadap pemerintah, penelitian ini juga ditujukan kepada apparat penegak hukum dan masyarakat supaya lebih teliti dalam menghadapi era digitalisasi yang membuat maraknya kejahatan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama halnya digunakan pada skripsi yaitu metode penelitian yuridis normative yang mana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (stattue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan juga pendekatan melalui kasus. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Penipuan Bagi Korban Berkedok Sembako Murah
Penipuan adalah tindak pidana yang sudah marak dikenal oleh khalayak banyak dan di atur dalam Pasal 378 KUHP.
Dalam pasal 378 KUHP disebutkan jika setiap orang yang memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara perbuatan melawan hukum seperti, memakai nama palsu, adanya tipu muslihat, dan dengan cara membohongi seseorang hal tersebut dapat dipidana karena termasuk dalam tindak pidana penipuan.
 Dalam penelitian ini yang membahas mengenai penipuan berkedok sembako murah terdapat dua unsur yaitu, unsur “Tipu Muslihat” dan Unsur “Rangkaian kebohongan” dua unsur tersebut menjadi elemen dominan dalam pembahasan penipuan berkedok sembako murah.
 Biasanya pelaku penipuan berkedok sembako murah menggunakan cara manipulative supaya dapat menyakinkan target customer bahwa barang benar-benar akan di berikan.
 Dalam perkembangan era digital yang serba menggunakan teknologi menjadikan modus penipuan semakin luas terutama untuk penipuan secara online. Adanya media sosial, aplikasi menyampaikan pesan, dan situs untuk e-commerce biasanya lebih gampang untuk dimanfaatkan dengan tujuan menjebak korban melalui sebuah iklan atauu bahkan bantual sosial (bansos) palsu yang tidak tersalurkan bahkan dengan cara berjualan sembako di e-commerce namun harga di bawah harga pasaran, hal terbesut dapat dijadikan modus penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa kejahatan penipuan tidak hanya ada dalam ruang fisik namun juga ada pada ruang siber sehingga sulit untuk diawasi.
 Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi apparat penegak hukum supaya lebih meningkatkan lagi kinerja dengan memperluas pendekkatan penanganan kasus penipuan dengan berbasis elektronik.
Bagi korban penipuan berkedok sembako murah tentunya memiliki perlindungan hukum, yaitu ada dua bentuk utama perlindungan hukumnya, yang pertama perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam perlindungan preventif dengan cara melakukan penyuluha akan pentingnya sadar terhadap kebijakan dan ilmu hukum, diperketat pengawasan terhadap perdagangan online, kampanye literasi digital untuk masyarakat yang gagap teknologi supaya lebih berhati-hati dengan tidak mudah terjebak dengan modus penipuan sembako murah.
 Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini terutama melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan melibatkan apparat kepoliasan yang dalam hal ini memiliki peran penting untuk memberantas tindak pidana penipuan dan menindak situs e-commerce atau akun fake yang melakukan tindak pidana penipuan berkedok sembako murah.
Namun jika perlindungan represif lebih menekankan kepada upaya penegakan hukum apa yang harus dilakukan setelah terjadinya kejahatan, contoh dilakukannya penunutan, penyidikan, dan pemulihan hak terhadap korban.
 Dalam kasus penipuan berkedok sembako murah, korban mendapat hak untuk restitusi atau mendapat ganti rugi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang membahas tentang perlindungan terhadap saksi dan korban.
 Namun dalam hal ini penerapan restitusi terhadap korban penipuan berkedok sembako murah masih sangat banyak yang belum optimal dikarenakan kasus yang dilaporkan dianggap kecil nilai kerugiannya.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban penipuan berkedok sembako murah tentunya memiliki beberapa hambatan utama. Yang pertama, kurangnya rasa sadar masyarakat terhadap hukum sehingga menyebabkan korban penipuan berkedok sembako murah enggan untuk melapor tindak pidana tersebut, namun alasan lainnya adalah kebanyakan masyarakat masih tidak mengetahui prosedur hukum yang harus di tempuh.
 Kedua, kendala dalam hal pembuktian menjadi persoalan tersendiri, apalagi jika penipuan dilakukan secara daring tanya adanya sebuah transaksi secara fisik. Selanjutnya yang ketiga, apparat penegak hukum yang terbatas dalam melakukan penelusuran akun digital pelaku penipuan berkedok sembako murah yang biasanya menggunakan akun fake atau data diri palsu atau bahkan berapa diluar wilayah hukum Indonesia.

Korban seringkali tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai yang artinya kebanyakan korban tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menyewa pengacara atau penasehat hukum, hingga dalam hal ini mereka mengira sedang dalam proses hukum yang lemah.
 Pada kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan jika sistem hukum pidana di Indonesia lebih berorientasi kepada penghukuman pelaku (offender-oriented), namun tidak berlaku terhadap perlindunga korban (victim-oriented).

Dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban penipuan yang berkedok sembako murah, sangat perlu pembaruan terhadap regulasi yang ada dan perlu pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif terutama untuk perkembangan modus dalam kejahatan digital supaya lebih optimal lagi, namun pemerintah juga perlu melakukan koordinasi antar Lembaga, contohnya Lembaga otoritas jasa keuangan (OJK), Kominfo dan kepolisian RI hal ini bertujuan untuk melakukan pendekteksian dini terhadap aktivitas penipuan secara online.
 Sangat perlu adanya mekanisme ganti rugi kolekti(class action) yang ditunjukan bagi korban yang mengalami kerugian dengan nominal kecil, namun dengan jumlah korban yang banyak. Dengan adanya mekanisme ini bertujuan dapat meringankan beban dalam pembuktian secara individu supaya mempercepat proses hukum.
 Jika hal ini dilakukan dalam Langkah Panjang, dengan cara penguatan literasi hukum dan ekonomi digital dalam masyrarakat justru langkah ini menjadi strategis dalam mencegah munculnya korban selanjutnya.
 Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dengan mencakup aspek pencegahan, penindakan dan pemulihan dengan prinsip dasar hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai negara hukum yang wajib menjadi dasar untuk setiap dasar bagi setiap kebijakan hukum sehingga berpihak terhadap korban.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Sembako Murah 
Tindak pidana ekonomi sangat sering terjadi dalam masyarakat, contohnya penipuan berkedok sembako murah yang mendajikan kondisi sosial dalam lingkup masyarakat menengah kebawah hal itu untuk memperoleh keuntungan namun dengan cara perbuatan melawan hukum. Modus penipuan ini memiliki cara dengan cara menawarkan paket sembako dengan murah namun pada akhirnya penjualan tersebut tidak ter realisasikan.
 Perlakuan ini berkaitan dengan pasal Pasal 1 angka 5 KUHAP, diberi definisi sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
 
Dalam hukum pidana yang diatur di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bukan dilihat dari akibat perbuatannya saja, namun juga melihat melalui unsur kesalahan (schuld) atau mengenai kesengajaan dan kealpaan pelaku, selanjutnya juga melihat dari unsur kesengajaan (dolus) atau disebabkan karena seorang pelaku sadar dalam menggunakan tipu muslihat dengan tujuan menyesatkan korban.
 Oleh sebab itu, sebuah pertanggungjawaban hukum untuk pelaku harus bersifat penuh tanpa pengecualian. Sanksi yang didapat oleh pelaku penipuan berkedok sembako murah yaitu mendapat hukuman pokok berupa pidana penjaram selain itu pelaku juga penipuan berkedok sembako murah dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti harus membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.
 Karena ketentuan tersebut telah sejalan dengan prinsip terhadap perlindungan hukum untuk korban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dan korban, supaya memberikan hak kepada korban agar mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah.
 Namun jika seorang pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah melakukan Tindakan tersebut secara online menggunakan media sosial atau e-commerce,
 maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah ini akan terjerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No.1 Tahun 2024.
 Menjelaskan bahwa dalam padal 28 ayat (1) yaitu jika setiap orang dengan melakukan hal yang disengaja dan menyebakan berita bohong serta menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan melalui transaksi elektronik maka hal tersebut dapat dipidana dengan menajtuhkan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dikenai denda paling banyak Rp.1.000.000.000.
Adapun akibat hukum yang akan didapat dari pelaku penipuan berkedok sembako murah, yaitu dapat dikenakan hukuman pidana dan hukuman perdata. akibat hukum yang akan didapat dalam hukuman pidana, yakni dengan dasar hukum pasal 378 KUHP dimana pelaku mendapat sanksi hukuman pidana penjara dengan kurun waktu empat tahun namun jika pelaku melakukan modus penipuan berkedok sembako murah secar berulang-ulang kali dan menimbulkan banyak korban maka pelaku mendapat pemberat pidana.
 Namun jika Tindakan tersebut dilakukan secara online atau memanfaatkan media elektronik makan sanksi pemberat yang akan didapat oleh pelaku penipuan berkedok pasar murah adalah berdasarkan UU ITE seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pelaku penipuan berkedok sembako murah akan dikenakan unsur perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) jika merupakan bagian dari suatu sindikat atau kelompok.

Selain mendapat hukuman dari sanksi pidana, pelaku penipuan berkedok sembako murah juga bisa mendapt hukuman dari sanksi perdata yaitu mengganti rugi kepada korban dengan gugatan perdata dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.
 Dalam maraknya kasus ini, sebuah pengembalian dana dari hasil modus penipuan penjualan sembako murah dapat dikembalikan kepada korban, hal tersebut atas putusan dari hakim karena pelaku mendapat sebuah keuntungan dengan cara tidak sah. Selain jeratan hukum yang akan didapat oleh pelaku penipuan, stigmatisasi sosial juga akan didapat yaitu pelaku penipuan dengan modus sembako murah tidak akan dipercaya public lagi sehingga hilangnya kesempatan dalam bisnis usaha.

Maka dalam hal ini sangat diperlukannya upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi, Adapun upaya yang dapat di tempuh yaitu dengan cara melakukan upaya preventif tidak hanya upaya represif (penangkapan dan penghukuman) dan hal penting selanjutnya adalah harus adanya Kerjasama antara pemerintah dan apparat kepolisian dengan memperkuat dan memperluas kerja sama dengan lintas Lembaga dalam menangi kasus kejahatan siber dengan cara meningkatkan lagi sistem pelacakan digital dan meningkatkan minat literasi masyarakat.
 Selain itu apparat wajib menerapkan sebuah asas, yakni asas proporsionalitas dan keadilan dalam melakukan penjatuhan terhadap sanksi, maksudnya adalah hukuman yang dijatuhan untuk pelaku penipuan berkedok sembako murah harus sebanding dengan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatannya agar memberi efek jera (deterrent effect).
 Namun jika dibahas dengan konteks hukum pidana modern, tujuan nyang paling utama bukan menghukum tapi juga adanya rehabilitasi terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi.
 Dengan demikian dapat diketahui bahwa akibat hukum untuk penipuan berkedok sembako murah tidak hanya dalam bentuk pidana penjara dan denda, namun juga berbentuk tanggungjawab dalam sosial dan moral agar kepercayaan masyrakat terhadap keadilan hukum Kembali pulih.
KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

Dalam penerapan terhadapan perlindungan hukum untuk korban salah tangkap dengan berkedok sembako murah masih tidak optimal, meski sudah ada pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dijadikan dasar hukum untuk perlindungan korban penipuan berkedok sembako murah, namun hal ini seringkali terlambat dalam pengimplementasiannya karena kurangnya kesadaran masyrakat terhadap hukum selain karena ada kendala dama pembuktian, keterbatan apparat penegakan hukum. Namun dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang bisa diambil yaitu dengan cara komprehensif melalu edukasi dan aspek preventif melalui penegakan hukum.
Akibat hukum yang akan didapat nagi pelaku penipuan dengan berkedok sembako murah, yaitu adanya sanksi pidana, tanggung jawab secara perdata dan tentunya sanksi sosial. Dengan adanya dasar hukum pelaku dapat dijatuhkan Pasal 378 KUHP dengan pemberatan dan dengan ketentuan dari UU ITE jika kejahatan dilakukan menggunakan media sosial atau eletronik. Tidak hanya itu pelaku penipuan dengan berkedok sembako murah juga harus menggati rugi segala kerugian terhadap korban dengan adanya dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini dapat disimpulkan jika penegakan hukum terhadap seorang pelaku penipuan berkedok sembako murah tidak hanya memiliki tujuan untuk memberi efek jera namun juga untuk memulihkan masyrakat kepada keadilan hukum yang ada di Indonesia. Dengan penerapannya yaitu prinsip proporsionalitas serta keadilan restorative, yang dimana hukum diharapkan tidak hanya menghukum namun juga memperbaiki kepercayaan atau keseimbangan sosial yang rusak karena tindak penipuan. 
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